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hahws penyel huerkaly kendarwn bermotor adalsh merupakan
sulgh s kewenangan Dacreh Kabupaten

babwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sckior
pengujian berhala  hendaraan  bermolor ferebul di pandeng  perlu
menetuphan atuen polahsanion,

bathwa sehubungan disvgaen maksud tersebut padi hueal” o don b distas, periu
menetiphan aturan peliskeanaani dalim sualu Cisun

Undung-undang Nomer 24 Tahun 1956 1emang Pembentukan Dacrh
Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembeniukan Proprs
Sumatra Utara (lembaran Negar: Tahun 1956 Nomor 64, Tambaban
Lembaran NMomor [ 103F

Uindang-undang Momor 13 Tubun 1980 wntang Jafan (Jembaran Negars
‘Tuhun 1980 Nomer 49, Tambeiban Lembaran Negora Nomor 1186 );

3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentuny Hukum Acara Pidana

[F3

3

(Lembaran Megara Tahun 1981 Nomor 56, Fambaban Lembaran Newara
MNomaor 32049},

. Undang-undamy, Nemor 14 Tabun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Nepara Tabun 1992 Nowmor 56, Tambahan Lenibaran
Megar Nomor 3437);

Uindang-undanyg Nomar 18 Tihun 1997 tentang Pijuk Dacrsh dan Retribusi
Dacrah {Lemba Nepara Tabun 1997 Nomor 41, Tambihan Lembarun
Negara Nom HEFY

Undang-undang MNomor 22 Tahun (999 tentang Pemerintahan Dicrah
(Lemburan Negara Tuhun 1994 Nomor 60. Tambahan Lembasun Negara
Nomor 3839

ndanz-unda

mmor 14 Tabun 1999 e




e

Undang-undang Nemar 34 Tahun 3iui0 tenlang perubihan alas Undang-
undang Nomor 18 tahun 1997 temang Pajak Ducrah (Lembaean Negora
Tathun 2000 Nomor 246, Tambalan Lemlsran Nepara Nomor 4045 ),

Y. Peraturan Pemerintah Nomar 27 Tahun 19853 tentang Pelaksanaan Undanp-
undang Nomor £ uhun [9g] lentany | lukum Acara { lembaran MNegara
tahun 1981 Momor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3524

10 Peraturun Pemeriniah Nomor 42 Tahun 1993 tentang  Pemeriksaan
Kend B i Jalan { Lem| Nepary tahua 1993 Nomor o,
tambalun Lembargn Negara Nomor 3578).

M Persturan Pemerintah Momor 44 Tahun 1043 tentange Kendarsan dan
Pengemuds (Lembyean Negara Tabun 1993 Nomor 64, tambahan [embaran
MNepara Nomor 3530,

)

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 47 lentang Retribusi aerah
(embaran Negara Tahun 1997 Nemor 35, Tambuhun Lembaran Nomor
36492y,

- Kepulusan Presiden Nomor 44 Tabun 1999 wniang Teknik Penyusunan
Peratyrun Perundang-undangan dan Bemul, Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemcrintah, dan Rancangan  Keputusan Presiden
(Lembarin Negary Taban 1999 MNamaor 70y

©

14. Keputusan Menteri Dalany Nugeri Nomor 23 Tahun 1986 lentang ketentuan
Umum mengenar Penyidik Pegawai Negeri Sipil di linghungan Pemerintah
DBaceal ju Keputusan Menten Dilam Negert Nomor 4 Tahun 997 tentang
Penyidik Pepawai Neeri Siptl d Linghungan Pemerintuhan Daerah,

15, Keput Munteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 lentang Tia Cara
Pemeriksaan Persyaratan 1ekris dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di
Jalan;

1. Key Menten Ferhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian
Rendaraan Hermotar:

17 Keputusan Menter Balam Negerr Nomur 84 Tabun 19493 Tentang Bentuk
Peraturan Dacrah danieraturan Daceah Perubahan,

18 Keputusan  Menterl Dalam Meperi Nomor 174 Tahun 1997 “Ventany;
Pedoman Taw Cara Pemunputan Ketribusi Daerah:

19 Keputusan Menteri Dalam Negen  Nomor 175 Tahun 1997 Temtang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaun D Hidang Ketribusi Daerah;

20, Peraturan Duerah Kabupaten Acch Singkil Nomor 10 Tahun 200 Tentang
Organisusi dan Tats Kerja Dinas Pethubunigan Kabupaten Aceh Singhil,

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAH KABUPATEN ACEN SINGKII,

MEMUTUSKAN

n i QANUN RABUPATEN ACEN SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  KABUPATEN ACEN
SINGKIL



BAB I
KETENTUAN UAIUA
Pasal 1

Dalam Canun ini vang dimaksud dengin |

o

Pemcrintah Daerah adalab Kepals Daerah beseria Peranghat Dacrah
Otonom yang lain sebagal Ekschutil Dacealy,

Ctonomi Dacrah adalah Kewenangan Dagrah Otonom untuk mengatur dan
mengurus  Kepentingan  unluk  mengatur dan - menguras kepentmgan
masyarikal  setempal menerul prakarsa - sendin berdasarkan  uspirasi
masyarakal sesual dengan Peraturan Peundang-undangan;

Kewenangan adalih hak dan kewajiban untuk menentukan alay mengambil
kebijakan dalaim rangka penyelenpgaraan Pemenatah;

Paeruh Clonom, selanjutnya disebiit Dacrah adaluh Kesaluan Masyarakat
hukum mempunyal batas Dacrah tertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat datam ikatan Negara Resatuan Republik
[ndonesia;

Kepala Dacrah adalah Bupati Aceh Singkil,

Dinas Daerah, selanjutnya di sebul Dinas Perhubungan Kabupaten adalah
unsur  pelaksuna  Pemerintah Kobupaten  Acch Singkal  di bidung
perhubungan Kabupaten:

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penguian Kendaraan Bermotor
adalah  Unsur Pelaksona Tekmis Operasional  Dinas Perbubungan di
Tapangan dalamy Penvelengearaan pengujian berkala kendaraan bermotor,
Pejobut adalah Pegawat vang diber fugas tertentu i bidang Retribusi
sesuai dengan Permturan Perundang-undanpan yang beraky,

Penpujion Kendaraan Bermolor sdalah serangkaian kepgiatan mengugi
dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta pandengn,
kereta tempelan dan kendarasn Khesus dakam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis dan laik jalan;

Penpupr adalah setisp tenaga penguji vang dryvatakan telah wemiliki
kualifikasi teknis dan diberihan serilihat serta landa kuahfikas teknis
sesuin dengan jenjang kualilkasinya;

Pengujian Berkala Kendaraan bermotor vang selanjuinya disebut uji
berhala adalah pengupan kendaraan bermotor yang dilakukan secara
tethadap sesuar hendarzan bermuotor, kerelo gandengan, kereta wempelan
dan kendaraan khusus;

Kenduraan Umum adalah setiap kendaraan bermotar vang disediakan untuk
di pereunakin oleh umum dengan dipungul bayaran:

. Kendaraan bermotor adalah setiap kendarsan yang digerakkan peralatan

tekmik vang berada pada Kenduraan 1u;

Sepedu Motor adaluh Kendaraan beroda dua, atau tga tanpa rumah-rumah,
ik dengan aisu anpa Keieta samping:

Mobil Penumpang adalsh setiap kendarnan bermotor vang dilengkapi
schanvah-banvaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk lempal
duduk tdak termazub. tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perienghapen penganghotan buas



W

bb.

dd.

Mobil Bus adaish sctaap kond b yang dikcnghops lcinh duni §
(delapan) tempat dudel tidad lemasl, duduk Fengemuds, bask
dengan maupun tanpa perfenikapan pengangkutan bagas;

Mubil barng adalah sctiap kendaraan bermotor selanjuinya dan yung
termasuk dulam sepeda motor, mobil barang dan mobil bus,

Rendaraan khusus adaluh kendamsan bermotor seluin dari pada kendaraan
bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, vang
penggunaan untukh keperluan Kbusus atay menganghul barang-bamng
khusus;

Kercta gandengan adalah sualu ali yang dipergunakan untuk gk ul
bariny-barang. vang selurb bebannva di twmpt oleh alal ite dan rancang
untuk di tarik oleh kendaraan bermotor,

Rereta tempelan adulah sustu alat yang diperpunskan untuk mengangkul
barany yang di rancang vang ustuk di tarik Jan sebagian bebanva di tumpu
uleh kendaraan bermotor penanknva, ;

Jumlah berat yang di pecbolehkan (313 adalah.berat maksimun kendaraan
bermutor benkut muatannya yang diperbulehkan menurat rancangan:

Retribusi Jasa Umuam adalah Retabusi alas jusy vany di sediakan atau
diberikan Pemenniah Daeeah untuk tuuan kepentingan pelayanan umum
yang sclanjutnya dapat dinikmati pemaniaatannya oleh orang dan/atau
adan,
Retribusi Penpujisn Kendaraan  Bermotor vang  sclanjutnya  dischut
Retribusi adalah pembayaran atas peluyanan pengupan berbala kendaman
bermotor yang di selenpgarakan oheh Pemerintah Daerah;
Wajib Retribusi adalah orang dawati badan yang niemiliki danfutay
menguasai kendarsan bermotor yeng menurut undung-undang diwajibkan
melakukan pengujian berkala kendaraan bermator,
Masa Retribusi adalah iangka waklu tertentu yang memiliki batay wakiu
bagi wajib retribusi merupakan batas waktu  bagr wafib retribusi untuk
memantaatkan tempat khusus parkir,
Surat Pendaftaran objck Retribusi Duerah, vang selanjutnya dapat di
singkal SPDORD adalah surmt yang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan objek retribusi dan wagib retribusi schapai dasar penghitungan
dan pembayaran retribust yang terutang menurul Pertuan Perundang-
undangan Retribust Daceah;

- Sural Ketctapan Retribusi Dacrah, yung selangutnya dapat di singkat

SKRD, adulah surar Kep yang kan  besarnya  jumiah
Retribusi yang terutang;

Sural  Ketetapan  Retribusi  Daeral Kurang Bayar Tambohan, yang
selanjutnya dapat di singhal SKROKBT, adaiah surat keputusan yang
menentukan lambahun atos jumlah retribusi yang (elab ditetapkan;

. Sural Kettapan Retribusi Dacrah Lebib Bavar, yang sclanjutnya dapat

disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumiah
kelebihun pembayaran retribusi karena jumifah kredit lebih besar dani puda
retribusi yang lerutang atau tidak sct ya lerutang;

Surat Tagghan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dupat disingkat STRD,
adalah surat untuk  melakukan lagiban  Retribusi dan atay  sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;



€6, Surat Ker K adalah surat ke s kb erhad:
SKRD - atau dokumen luin yang dipersamakan, SKRDEBTdan SKRIDLE
yang diajukan olel Wajib Retribusi;

i Pemeri i adalall seranghaian kegiatan untuk mencar, mengompulkan
don mengelola data dan stau keterangan lannya dalam rngka Penpawasan
keputusan pemenubon kewayrban Retribusi Dacrah berdisarkan Peraturan
Perundang-undangsin Retribust Dacrah;

Penyidikan Tindak Pidana & bidang Retnbusi Daerah adalah serangkaran
lindakan yang Jilakukan oleh Penyidib Pepawai Megeri Sipil yang
selanjutnya di schut Penyidik, untuk meneari serta mengumpulkan bukt
yang dengan bukii ity membual erang tndak pidana di bideng Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemuhan lersangkanya;

=

BAL
NAMA, OULER DAN SUBIEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi g siium- kendaraan | di pungut Retribusi
schagt  pembayaran alas  jasa pduvunnn pengujian !x.rlm]a penguian
kendaraan bermotor kepada orang dan’ badan vang mel.
kendaraan bermolor,
Iasal 3

(1) Objek Retribusi adaluh pemberian polavanun pengujian berkaly kendaraan
P e vaiesss |

£2) Kend 1 wajib - uji scbugaimana Ji maksud pads avat (1) pasal
ini, untara lain adalan schapai berikot:
a. Mohil Bus;

b Muobil barang;

¢ Kendaraan Khusus;
d. Kereta pandengan;
Kereta tempelan;
Kendaraan ymum,

"o

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang danfatau badan vang memperoleh pelayanan
ian berhala kend :

BAL 1
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §

Retnibusi pengugian kendaman bermotor di golongkan sebagai Retribusi Jasa

Limum



BAB IV
CARA MENGURUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

TPasal &

‘ingkal penggunaan jasy digkur berdasarkan frekuwensi T fasilitas
L Tt 4

BAR WV
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

) Prinsip dan sasaran dalam pemetapan struktur dan besarnya il Retribusi
pengupian  kendarpan  bermolor  di  maksud  unluk menutup  biaya
penyclenggaraan fjian berkalu kend bermuotor,

| Biaya schagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, meliputi
L biaya administrasi, jasa pengupian dan biaya operasi dalam
rangka pengendalion dan penpawasan

BAR VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARI RETRIBLISI
Pasal 8
) Struktur tanl Retribusi p jian kengd: bermolor dibedakan wajib uji

dan jumlah berat vang diperholehkan (JI313) masing-masing kendaraan yany
diuje

) Besarnya tanil retribusi p kengl b baai di
maksud pada avat 1) pasal ini, adalah sebagar berikut;
a  Baya Administrass,

1) Formulir Permohonan uji ip 2000~
2} Plat uji berikut segelnya Ry 3.000,-
3) Buku uji Rp. 6.000,-
4) Pengetokan Nomor uji Pada Chasis ’p, 5.000.-
3} Pemasangan Plat uji Rp 3.000,-
6) Penganti plat wji yang hilang Rp 5.000.-

b Jusa Pengujian,
13 Mubil bis, mobil barang dan kendaraan khusus, kenos gandengan

dan kereta wempelan, dengan ©

- BB, di bawuh 4, 300 Kg Rp. 5.000.-

- BB 301 £ T 000 Ke Rp. 6500 -
BB, 7.000 s/d 12000 K¢ Kp 8000,

- IBB, 12501 s'd 14, 500 Ky Ip. 10.000,-

- BB, 14501 ke atas Rp. 12,000, -

2} Mobil penumpang-umum, Taxsi In 000, -



31 liccak dan kendaraan fainmya i 3000

¢ Biaya op datam rangka d: dan schesar
Wp. 000 -

BAB VI
WILAY AH PEMUNGUTAN RETRIBUS]

Fasal 9

ietribassi terutang di pungut di witayah Daeral lempat dilaksanakan pengupian
erkala kendaraan bermator

BAB VI
MASA RETRIBUS] DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
fasa Retribus adalah jangka waktu yang lamanya & {enam ) bulan
Pagal 11

aat terutangnya Retnbusi adalah pada sust diterbitkannys Sural Ketelapan
(stribust Dacrah (SKR1) atau dokwmen lain yang dipeesamakan.

BABIX
SURAT PENDAFTARAN

Tasgl 12

1) Wajib Retribusi wiyib r-*a:nl_m Sural Pendaliaran Obgeh Hetrhus Ducrab
(SPDORD). serta permnh: uft berkoly kend: wiggih uji
vang dimiliki dunvalan i Kuasal,

) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daeral (SPDORDY dan permohanan w)

ln schagaimana di maksud pada ayal (1) pasal i, harus di isi dengan

Jelas, benar dan lenghap serta ditanda tangani olch wajibh Rotnbusi atau
kuasanya.

3) Bentuk, isi. serta tata cam wn dun jan Surat Py
objek Retribusi Dacrh (SPRDORD) dan p\.rnh.rhulull i Irerhala kendaraan
bermolor schagaimana dimaksud pada aval (1) pasal im, lehib lanjut
ditetapkan olch kepala Dugrah,

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Iasal 13

I} Berdusarkan sural pendaftaran objek  Rotribusi  Dacrah  (SPDORD)
sebagnimana dimaksud pada (1) pasul 12, ditelaphan Rotribusi terutang
dengan menertibkan Surst Ketetapun  Retribusi Daerah (SKRD} atag
dokumen lain yang dipersamakan,,

1) Apabiia hasil 1l kan data baru danfalau data
vang semula belum terunghap dan menyebabkan penambaban jumibsh




Retribust wang lerutang, maka dikcluarkan Sumt Kotctapes

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) ;
(3) Benluk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribuss Dacrah

(SKRI)) alau dokumen lain yang dipersamakan sehagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal inf dan Sural Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar

Tambihan (SKRDKB'T) schagaimana dimaksud pads ayat (2) pasal ini,

lebih lanjul ditctapkan oleh Kepala [aerah,

BARXI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal |14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapul dibwrongkan,

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan Supat Keletapan Retribusi Dacrah
(SKRD) awu dokumen lun yung dipersamakan atay Surat keletapan
Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan (SKRDEHT)

(3) Pemungutan  Retribusi - pengujian kendaraan bermotor dilikukan olch
bendaharawan  khusus  penerimuan pada UPTD pengujian kendarsan
bermolor atau petugas pembantu bendaharawan khusus penerima melkilul
uyal penerimaan 12,2008

Pasal 15

(1) Penerimaun hasil § Retribusi pengujin kend bermotor
sebagaimana dimahsud pada ayat (3) pasal 14 Qunun i, di setor secara
bratiu ke Kas Dacruh Kabupaten Acch Singkil melalui 1inas Pendapatan
Dacrah Kabupaten dan merupahan hasil Pendapatan Asli Dacral (ALY
Kabupaten Aceh Singkil,

(2) Kepada Petugas Pelaksana Pengujion Kendaraan bermotor pada UPTD
pengujian kendaraan bermotor diberikan insentil scbesar 5% (hma persen )
dart hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

(3) Insentif petugas pelaksana 5% (lima persen) sebagaimana di maksud pada
ayal (2) pasal ini, daput diberikan seeara berkala setiap 3 (tiga) bulan schali
melalui Bagian Keuangan Setwilda Aceh Singkil,

BAB X1
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(1) Dalam hal wajib Retribusi tidak  membayar fepatl padit waklunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar
50% (lima putuh Persen) setiap bulin,

(2) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima Puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dibayarkan terhadap
biaya jasa pengujinn, biaya admimistrasi berupa biaya peemohonan uji dan
plat uji benkut kelengkapannya.

(3) Sanksi adminisirasi berups denda schesar S0V (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib Retribusi,



I Xu
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

{1y Pembayaran Retribus) yang leraiang harus dilunast s kuhigus.

(1) Retribust yang terutang dilunast selambat-lambatny 15 (hima belas) hari
sejak  diterbitkan  SKRD  atay  dokumen Lam vang  dipersamakan,
SKRDKBT dan STRD

(3) Tata cara pemb I
Lanjut diatur oleh kepala Dusrah.

b Lempal | [tetribus, lehih

BAL XIV
TATA CAILA PENAGITIAN

Pagal 18

(1) Retribusi  terutang  berdosarkan SKRD atw dokumen luin yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat kepulusan keberatan yang
menyebabkan jumlah Retribusi vang harus dibavar berambah vang udak
atsy Kurang dibayar oleh wagib Retribusi dapot ditagah melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Nuegara (BLIPLN)

(23 Peragihian Retribusi melalul BUPLN dilsksanakon berdasarkan Peraturan
perundang-undangan vang berkaka,

BAR XV
KEBERATAN

Pasul 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan hanya  kepadi Kepala Dacrab atau
pejobat yang ditusjuk atas SKRD atau dokumen lan yang dipersamakin,
SKRDKBT dun SKRDDLE

(23 Kebaratan diajukan scear terulis dalum bahasa [ndonesia denpan disertai
alasur-alasan yang jelus:

(3) Dalam  hal wapb  Retribusi ulay 7
Retribusi. wajip Retribusi, haus dapal membuktikan kelidekbenuran
ketetapan Retribusi tersebul.

(4] Keberatan harus diajukan dalam jungka wakiu paling lama 2 (dua) bulan
seak tanggal SKRDY slay dokumen lain yang dipersamakan, SKRDEBT,
dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajih Retribusi wenent dapat
menunjukan bakwa jamgko wakiu ilu tidak dapat di penuhi karena keadsan
diluar kekuasaanmyn

{5) Keberatan yang lidak memenuhi persyanstan schagammana dimaksud puda
aval (2) don (3] tidek digngpap schapm siral keberatan, schingpa tiduk
dipertimbanaknn

(6) Pengajusn keberatan tidak dn kewajiban by dan
pelaksanaan penagihan Retribusi




Pasal 20

(1) Kepala Dacrah dalam jangka wakiu puimb Ilrml h (cram) hu]:m sejak
tangpal sural kebermtan diterima harus fh atas k
vang di ajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah  atas keberatan dapat berupa mencrima
selurubnya atau sebagian, menolak atau menambah besarmya Retribusi
yang lerutang.

(3) Apabila jangka wakiy m&nmam di maksud pada ayul ll} Ity fewat

dan Kepala Dacrah tidak 0 kn suatu ey yung di
ajukan tersebut di angeap dikabulkan,
BAB XVI
PENGAMBALIAN KELEBIIAN PEMBAYARAN
Pasal 21
(1) Aras kelebiban pembay Retribusi, wagib Retribusi dapat mengajukan
T ] pengembalian peml kepada Kepala Daerah.

(2) !\cmla Dacrah dll.llﬂ mnglm \valn.l:u pallng lama 6 (enam) bulan s.jak
Retribusi
dimuksud pada ayal 1}, barus mcmbcnk:n l\cputusnn.

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayol (27 teloh

dllump&u vich chnla Dnn.nh tidak memberikan seatu Keputusan,

lebihan Retribusi diangpap dikabulkan dan

SKRDLE harus diterbitkan dalam Jjangka waktu paling lama | (satu )
bulan.

4) Apubr!n wajib Retribusi mempunyal uang Retribusi lainnya, kelebihan

Retribus sel 1 pada ayal (IJ langsung
d:pgrhltunu\nn untuk mx.lurusl terlebih duhulu ulang Rt.mbu:ul tersebut,
(5) Pengembalian kelehih bay Retribusi seb dimaksud

pada ayat (1) dilakukan d.:iam Jangka paling lama 2 {dua) bulan sejak
diterbitkannya ShRDLB.

(6) Apabila balian kelebrban pemt Retribusi dilakukan suci.l.h
lewat jangka wakiu 2 (dea) bulan, P intah  Daerah I
|mb.|!.m bunga schesar 2 % (dua persen) scbulan atas keterlambatan
R b

Kelubib

P
I"asal 22

(1)1 pilian kelbih ;

Retnbusi |
secara tertuhis Kepada Kepala Dacrah -.u.ur:mb-kumn;,nm menyebutkan:
& nama dan alamat wajib Retribusi;

b masa Reirbusi;

¢ besamya kelebihan pembayaran;

d alasan vang singkat dan jelas

2) » k balian kelebihan pembavaran Retrbusi disampaikan
secam iangsm atau melalui pos tercatal



(3) Bukti penerimaan olch pejabal Dmhmh&n saal penginman
tercatal pakan bukl saat .t olch Kipala Dacrah

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebiban Retribusi (SPMER),

12) Apabila kelebihan utang Retribusi diperhitunghan dengan wtang Ketribusi
lainnya, schaganimana dimaksud pada pasal 20 ayal (4), pembayaran
ditakukan dengan cara pemindah bukuan juga berdaku scbagai buk
pembayaran

BAB X VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERASAN RETRIBUS]

Pasal 24

(1) Kepala  Duerah  dapal membenkan  pengurangan  dan  pemibebasan
Retribusi,

(2) Pemberian gan  atay Retribusi - sehagaimana
dimaksud pada ny—a! (1) dengan  memperhatiban kemampuan wajib
Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

13} Pembet Retribusi sct i dimaksud pada avat (1) antar lain
diberikan kepada wajib Retribusi dalam rangka penganghulan khusus
korban beneana alam dan‘atau kerusuhan,

(4} Tata cara pengorangan, Keringanan dan pembet Retribusi d h
vleh kepala Dacrah.
BAL XV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak  untuk lakukan it Retribusi, kedal setelah

melampaui jangha wakie 3 (tiga) tahun u.rhmmg sejak saal terutangnys
Retribusi, kecuali apabila wajib Retribust melakukan tindak  pidana
dibidang Retribus,

(2) Kadal ihan Retribusi schagai dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila -
o diterbitkan surat leguran, atau
b, ada pengakuan utang Retribusi dart wajib Rewibusi baik langsung

maupen tiduk lanpsung,

BARB XIX
RETE: INTUAN PIDANA

Pasal 20

mn W.ulh Rclnbubl yang tidak melaksamakan kewapibannya  schingga
dacrah di pidana kurungan paling lama 6

b E:



(enam) bulan atuu denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah Retribusi
terutang.
rindak pidana vang dimaksud pada ayat (1) adilah pelangparan,

BAB XX
PENYIDEAN

Pasal 27

Pejabat Pegawal Negeri Siprl terlentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagal penvidik untuk melakukian penyidikan

uindak pidana di bidang Retribusi Dacrah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentung Hukum Acara Prdana.

| Wewenang penyidikan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) udalah :

2 menerima, mencar, mengumpulkan dan menelin keterangan alau
laporan berkengan dengan tndak pidana di bidang Retribusi dacrah
auar keteranpan atau laporan tersebul menjadi dan jelas;

b mencliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuitan yang, dilakukan sehubungan
dengan tinduk pidani Retribust Dacrah:

¢ meminta keterangan dan bahan bukli dari orng pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daeraly;

d memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokukmen lain,
berkenaan dengan tndak pidana di bidang Retrsbusi [Zacrah;

¢ melakukan  pengeeledahan  untuk  mendapatkan  bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen L, serla mclakukan
penyitaan ierhadan bahan bukti terscbul; |

f meminta bantuan  tenaga ahl dalam ranpgke pelaksanzan tugas
penyidikan lindak pidana dibidang Retibusi Dacrab;

o menyurul berhenti  danfatau melarang  sescorang  meningygatkan
ruangan atau lempat pada saat pemerikasaan sedang berlanpsung dan
memeriksa indentitas omng  danutau  dokumen yang  dibawa
schagaimania dimaksud pada hurul'e;

b memalret sescorang vang berkailan dengan tindak pidana Retribust
Dacrah;

i memanggil orang untuk didengar keterangan dun di periksa sebagai
tersangha ata sakse;

i menghentikan penyidikan;

& melakuken undakan lain yang perlu uniuk kelancaran penyidikan
tmdak pidana dibsdang Retnbusi Dacrah menurat hukum yang dapat
dipertanpgungjawabkan

) Penyidikan  scbagaimana  dimaksud pada ayal (1) memberitahukan

dimulainya  penyidikan dan menyampaikan  hasil penyidikan  kepada

penunlul umum, sesuai dengan ketentuan yang distor dalam Undang-

Undang Nomor 8 tshun 1981 tentany | lukum Acara Pidana.



BAL Xl
KETENTUAN PENLTUR

Pasal 23

dalam Qanun ini, sepanjang mengenai

hal yang belum i i
kan lebih lanjul dengan Kepulusan hoepala

Lsanaannyi akan i atur aju
rth.

Pasal 2%

annya, Agar scliap orang

wn ini mulai berlaky pada tanggal diundangh
memenntahkan  pengundangannya  Qunun ini dengan

petahuinya,
 Kabupaten Acch Singhil.

empatan dalam Lembaran Dacra

Ditctaphan di ¢ Singhil
<10 Januaci 20HB

[Pada tangeal
BUPATI ACEN SINGKIL

Cap/Dio

L MAKMURSY AT PUTRA, S

dalant Fembaran Dacrah Kabupaten Acch Stnghil

ppal 16 Januan 203 Seri B Nomor B4
;El\}!’ﬁ'l'! ACEH SINGKIL

TRES DAERAL RABUPATEN

ndangkan

; e i 4
S (ALRIDWAN HASAN SH
Pembing Utama Muda / Nip 390093540
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